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Aghlbatar Belakang Masalah

Penduduk adalah orang-orang.yang di suatu wilayah yang terikat oleh
aturan-aturan yang berlaku dan saling ber?&eraksi satu sama lain secara terus

menerus. Indonesia merupakan negara yan

emiliki penduduk dengan muatan

uran-aturan dalam keh

;\\ masyarakat hu
me : !

ertera dalam

ang-Undang No 6 Desa adalah
ng berwenang untuk

I setempat

berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak aSele@®T, dan/ atau hak tradisional yang
diakui dan “diher daKARAWAN Gtuan Republik
Indonesia. Data pendudukisetiap warga terdaftar secara administrasi sebagai warga

negara Indonesia, dan SeSwai d . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi kependudt Dala ayanan tersebut perlu dilakukan

dengan benar dan cepat agar penduduk agai warga negara merasagdapat

pelayanan yang baik.

Adapun menurut Martiawan dalam jurnal Rudi irawan, (2019:36).
Mengemukakan bahwa Penyelengaraan kepada warga adalah fungsi
pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan yang mengacu terlaksananya
Good Government. Pintu masuk bagi cepatnya dalam perwujudan pelayanan
daerah sebagai manifestasi pengelolaan Pemerintah Daerah secara baik yang
berfokus pada meningkatnya kualitas dari pelayanan publik.



Pemerintah pada awalnya dibentuk untuk menghindari keadaan dimana
wilayah yang dihuni oleh masyarakat serba mengalami kekacauan. Aktivitas
pemerintah dalam upaya memelihara kedamaian dan keamanan suatu wilayah

menjadi kewenangan utama baik secara internal maupun eksternal. Sebgaimana

ita ketahui tujuan utama_dibentuknyagpemerintahan adalah untuk menjaga

sistem ketertiban di™masyarakat “supaya masyarakat bisa menjalankan
kehidupannya dengan wajar.

Pelayanan publik bertujuan untuk fAnemenuhi berbagai tuntunan dan

ebutuhan masyarakat, MSeb

Jara akan jasa publ ‘
\l ang yang dilayani.
b\,

egara. Hal_yang perhatika elayanan itu terdiri

uduk, warga
k melayani
atau tugs utama bagi

dari pe garaan/ pelaksanaan o8

KARAWANG

berkualitas karenabaik knya kualitas pelayanan yang diberikan sering menjadi

an dalam bahasa inggrisnya

di sebut ©

tolak ukur keberhasila ansiflembaga dalam memberikan pelayanan.

Setiap masyarakat pada arnya butuhkan pelayanan, dapat dikat

bahwa pelayanan tidak dapat di P an denge asyarakat
Masyarakat setiap waktunya selalu meneuntut pelaye i erkualitas
dari para birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan apa yang
di harapkan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih

brbelit, lambat yang membuat lelah para masyrakat.



Proses pelayanan publik pemerintah selalu berupaya memberikan kualitas
pelayanan yang baik terhadap pelayanan publik, sesuai dalam Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik disebutkan pengertian

pelayanan publik sebagai berikut:

Pelayanan publik adalah.kegiatan atau gangkaian kegiatan dalam pemenuhan
puttihan pelayanan sesuai-dengan,/peraturan perundang-undangan bagi
setiap warga negara dam.penduduk™atasBarang, jasa dan / atau pelayanan
administratif yang disediakan-eleh penyelenggara pelayanan publik.
Pelayanan publik merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang untuk
memberikan bantuan kepada masyarakgt demi untuk mencapai suatu tujuan
tertentu. Adapaun salah satu peld anan publlk yaitu administrasi
kependudukan yanane.rada d.Lsuatu.p:

s) Nomor 40

Sebagaimana yan

ahun 2019 tentang pel n 2006 tentang

Adm rasi Kependudu Uran rah (Perda) Undang-

Unda

disimpulkan kedua peraturan terseb dah_dijelaskan bagi setiap warga
KARAWAN@

Dalam suatu proses terbentuknya negara, rakyat merupakan salah satu unsur

terbentuknya suatu negaraidisamp ilayah, pemerintahan yang berdaulat, gan
pengakuan dari negara lain. Sebagalmana yane antum dalam Undang<®ndang
Dasar tentang keberadaan warga negara ang diatur dalam Pasal 26
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Penduduk Indonesia dibedakan menjadi 2

golongan yaitu golongan WNI dan golongan WNA.



Warga negara adalah penduduk yang menetap di suatu wilayah dalam hubungan dengan
negara. Adapun menurut Sapriya dalam yuniarto (2013:18) mendefinisikan bahwa warga
negara adalah “a citizen is a member of a group living under certain laws” atau anggota dari
sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum negara tertentu.

Kartu Tanda Penduduk sangat perlu untuk dapat menciptakan sistem administrasi

kependudukag g-rapimdan, teratur, mempermudah pemberian pelayanan publik oleh

pemerintan da“selurt arakat. Kartu T, duduk (KTP) merupakan identitas

res duduk serta bukti diri yang saat ini ber i seluruh wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Bahwa dalam rangka mewuj

kan kepemilikan satu Kartu Tanda
Pen k (KTP) untuk satu penduduk diperlukan.ko ta kepe.n.dudukan berbasis Nomor

induk endudukan.

arkan hasil observ aeuh Kecamatan

Tegalwart paten Karawang k sebanyak 4.569 jiwa

dan dikateg@ 2.245 jiwa
(perempuan), ya

, YangWwa TP sebanyak 3.230 ji yang tidak wajib KTP sebanyak 1.339
jiwa, dari jumlah pendt . R w N aman dan telah di

distribusikan sebanyak 3.726:Sedar ) yang belum melaksanakan perekaman sebanyak 843

Setelah studi pendahuluan ke Desa amanet aliti menemukan bap endala

yang di temui seperti, jangkauan ke tempat pembuate ang cukup jauh, adagtiga yang

merasa tidak perlu, ternyata setelah observasi banyak yang belum mempunyai KTP baik itu
yang lanjut usia maupun bagi pemula. Adapun penyebab belum mempunyai KTP untuk yang
lanjut usia di karenakan kantor Desa Kutamaneuh ke kantor Dinas Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil (Disdukcapil) cukup jauh, semantara masyarakat disamping banyak kesibukan

masyarakat (pemohon) merasa kecewa karena pada saat pembuatan KTP tidak langsung dapat



diterima karena ada proses terlebih dahulu. Selain itu banyak sistem yang terjadi diluar dugaan
si pemohon seperti, terjadi NIK ganda dengan orang lain. Ada orang yang memiliki nama yang
sama karena kecerobohan orang pertama yang melakukan perekaman padahal nama tersebut
bukan identitasnya sehingga orang yang sama tersebut kesulitan, karena keduluan sama orang
yang sama pertama. Selanjutnya untuk pemula yang belum mempunyai KTP dikarenakan tidak

ada inisiatif un P sehingga belum terdesak oleh kebutuhan.

Vasy udah tahtmakan kewajiban un iliki KTP, hanya karena masyarakat
belumBisa merubah kebiasaan lama yaitu dengan atang ke RT dan KTP bisa diterima.
Se ara sistem sekarang yang bersangkutan harus pjelakukannya.

dasarkan uraian diatas, Penulis tertarik .unt

warge gara terhadap kepe n k : :
Kutamaneuhs Karena masih ban asy.
sangat \ arena KTP me ; ari ang. KTP juga sangat

KARAWANG




B. ldentifikasi Masalah
Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasaahannya yaitu :
1. Masyarakat tidak merasa perlu
2. Jangkauan ke tempat pembuatan KTP cukup jauh
3. Karena sudah lanjut usia dan karena sakit yang sudah lama

4. Ketidak an‘anaketechadap orang tua akan pentingnya KTP

esak terlebih-dah

5. Harus nerluz

Jadi NIK ganda dengan orang lain

C. usan Masalah
1. gaimana kesadaran masya.r.ak.at dala.m.ke illkan KTP d.i.D.e.sa.Kutamaneuh?
2. ang menjadi Kendal ing asyara i KTP di Desa

euh?

3. Usa saja yang dilak
terhada \ ,
D. Tujuan Penelitie

1. Untuk mengetahtirkesa KAR AWA NGesa Kutamaneuh

2. Untuk mengetahui kendala Pe atan KTP di Desa Kutamaneuh

kesadaran masyarakat

3. Untuk mengetahui usaha an terhadap kepemilikan KTP di /Desa

Kutameneuh.



E. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua pihak yang
bersangkutan dalam penelitian ini, baik manfaat secara praktis maupun secara teoritis.
1. Manfaat Teoritis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pijakan dan refensi pada

peneliti g'Selamjutnya yang berhubungan dengan pelayanan program KTP serta

en)
anfaat Praktis
Beberapa manfaat praktis dari penelitian ini, yﬁtu sebagai berikut :

a. Bagi Instansi Peme.r.l.n.'tah

Penelitian ini dap SE berguna untuk
meningkatkan kin isca <

3agi Desa Kutama
kesadaranwaga terhadap kartu tanda Penduduk KTP.

. N KAR WA

Yakni untuk

noe

7,

pgkan kemampuan dan penguasaan ilmu pengetahuan
yang pernah dipero ela perkuliahan pada Program Studi Pendidikan

Pancasila dan Kewarganega



